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ABSTRAK

Kewarisan bertingkat (munasakhah) merupakan mekanisme pembagian
warisan yang terjadi ketika terdapat kematian berjenjang sebelum harta peninggalan
dibagikan. Meskipun praktik munasakhah dikenal dalam fikih klasik,
pengaturannya tidak disebutkan secara formil dalam peraturan perundang-
undangan maupun Kompilasi Hukum Islam, sehingga menimbulkan kebutuhan
penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan perkara kewarisan berlapis,
sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA Ktl. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam
menerapkan sistem kewarisan bertingkat (munasakhah) serta menelaahnya melalui
perspektif al-maslahah al-mursalah Al-Gazali.

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (/ibrary research)
yang menggunakan analisis kualitatif bersifat deskriptif-analitik dengan
pendekatan yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi
dokumentasi terhadap Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA Ktl sebagai sumber data
primer, serta literatur hukum Islam sebagai data sekunder. Analisis penelitian ini
menggunakan metode penalaran induktif dan deduktif dengan menarik konstruksi
hukum dari fakta khusus dalam putusan menuju kesimpulan yang bersifat umum.
Penelitian ini mengacu pada kerangka teori al-maslahah al-mursalah Al-Gazali,
magqasid asy-syari‘ah, serta teori penemuan hukum (rechtsvinding) Sudikno
Mertokusumo untuk menilai rasionalitas dan kemaslahatan pertimbangan hukum
Majelis Hakim secara komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Putusan Nomor
477/Pdt.G/2024/PA.Ktl, menerapkan = mekanisme  kewarisan  bertingkat
(mundasakhah) oleh Hakim sebagai konstruksi hukum dalam menyelesaikan
pembagian warisan berlapis dapat dinilai tepat dan beralasan hukum. Majelis
Hakim secara: sistematisc menetapkan | statusy harta. sebagai harta bersama,
menentukan. ahli. waris .pada setiap-lapis kematian,. serta~menyusun struktur
pembagian warisan, bertingkat melalui. metode mundasakhah 'dan al-jami‘ah.
Meskipun ketentuan Mundasakhah tidak diatur secara formil, Majelis Hakim
melakukan penemuan hukum dengan mengintegrasikan prinsip fardaid dan praktik
mundasakhah dalam fikih klasik untuk mengisi kekosongan pengaturan. Dengan
demikian, mekanisme pembagian telah didapatkan secara adil dan proporsional.
Kedua, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl sejalan dengan prinsip magasid
asy-syari‘ah, khususnya dalam pemeliharan harta (hifz al-mal). Penerapan
mekanisme mundasakhah memastikan agar hak waris tidak terputus akibat kematian
berjenjang, sehingga harta tetap berpindah kepada pihak yang berhak secara syar .
Dengan begitu, konstruksi pembagian yang dibangun Majelis Hakim merupakan
bentuk maslahah karena putusan ini memberikan kepastian bagian serta keadilan
distribusi bagi para ahli waris.

Kata Kunci: Kewarisan  bertingkat  (mundsakhah),  Putusan =~ Nomor
477/Pdt.G/2024/PA Ktl, Al-Maslahah Al-Mursalah Al-Gazali.

i



ABSTRACT

Multi-level inheritance (mundsakhah) is a mechanism for distributing
inheritance that occurs when there are successive deaths before the estate is
distributed. Although the practice of munasakhah is recognized in classical figh, its
regulation is not formally mentioned in legislation or the Compilation of Islamic
Law, thus necessitating the discovery of law by judges in resolving cases of multi-
level inheritance, as reflected in Decision Number 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl. This
study aims to analyze the legal considerations of the Panel of Judges in applying
the multi-level inheritance system (mundsakhah) and examine it through the
perspective of al-maslahah al-mursalah Al-Gazalr.

This type of research is library research that uses descriptive-analytical
qualitative analysis with a legal-normative approach. Data collection techniques
were carried out through a documentation study of Decision Number
477/Pdt.G/2024/PA.Ktl as the primary data source, as well as Islamic legal
literature as secondary data. This research analysis uses inductive and deductive
reasoning methods by drawing legal constructions from specific facts in the
decision to reach general conclusions. This study refers to the theoretical
framework of Al-Gazalt's al-maslahah al-mursalah, maqdasid asy-syari‘ah, and
Sudikno  Mertokusumo's ~ theory of legal discovery (rechtsvinding) to
comprehensively assess the rationality and expediency of the Panel of Judges' legal
considerations.

The results of the study show  that: First, Decision number
477/Pdt.G/2024/PA.Ktl, applying a tiered inheritance mechanism (mundasakhah) by
the judge as a legal construct in resolving layered inheritance distribution can be
considered appropriate and legally justified. The Panel of Judges systematically
determined the status of the assets as joint property, determined the heirs at each
level of death, and structured the multi-tiered inheritance distribution through the
munasakhah and al-jami‘ah methods. Although the provisions of Munasakhah are
not formally regulated, the Panel of Judges made a legal discovery by integrating
the principles of faraid-and the practice of munasakhah in' classical figh to fill the
regulatory void. Thus, a fair and proportional distribution mechanism has been
obtained.Second, Decision' Number 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl"is in line with the
principles of maqasid asy-syaxi‘ah, particularly in the preservation of property
(hifz al-mal). The -application of ‘the mundsakhah “mechanism ensures that
inheritance rights are not interrupted due to successive deaths, so that the property
remains transferred to the parties who are legally entitled to it. Thus, the
distribution structure established by the Panel of Judges is a form of maslahah
because this decision provides certainty of shares and fairness of distribution for
the heirs.

Keywords: Multi-level  inheritance  (mundsakhah),  Decision =~ Number
477/Pdt.G/2024/PA.Ktl, al-Maslahah al-Mursalah Al-Gazalr
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MOTTO

LA e (R i e e 13
(Ali ‘Imran [03]: 159)

(V) 1om punll a &) (0) 1o sl e (8
(Al-Insyirah [8]: 5-6)

Jangan pernah mundur saat tahu cara untuk maju.
Memang, butuh proses untuk sampai ke sana.
Apa yang benar-benar diinginkan tentu layak diperjuangkan dengan kesungguhan.

Sulit untuk menunggu, tapi lebih sulit untuk menyesal.

~ Hard Work Beats Talent When Talent Doesn’t Work Hard ~
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa

lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf latin Nama

| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< Ba‘ B Be

< Ta* iy Te

& Sa‘ S es (dengan titik di atas)
z Jim | Je

z Ha‘ H ha (dengan titik di bawah)
- Kha* Kh ka dan ha

2 Dal D De

2 Zal Z ze (dengan titik di atas)
) Ra‘ R Br

J Zai 7 Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
b Ta T te (dengan titik di bawah)
L Za‘ Z zet (dengan titik di bawah)
¢ _Ain _ koma terbalik di atas
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¢ Gain G Ge
Fa‘ F Ef
S Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L _el
N Mim M _em
o Nun N _en
g Waw w Y
° Ha‘ H Ha
e Hamzah i Apostrof
< Ya‘ N, Ye

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah

TR Ditulis muta’addidah
3 Ditulis 'iddah
B. Ta‘ Marbiitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
& Ditulis hikmah
id Ditulis “illdh

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata‘Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesta, seperti salat, zakat dan’sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).
2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan h.
RRENERES Ditulis Karamah al-Auliya’




3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

Al B Ditulis Zakat al-Fitr

C. Vokal Pendek

1. i} - Fathah Ditulis a
2. e Kasrah Ditulis i
3. e Dammah Ditulis u

D. Vokal Panjang

1. Fathah + alif Ditulis a
i) Ditulis Istihsan
2. Fathah + ya’ mati Ditulis a
il Ditulis Unsa
3. Kasrah + ya’ mati Ditulis 1
s Ditulis al- ‘Alwant
4. |Dammah + wawu mati| Ditulis 0]
ase Ditulis ‘Ultm

I. Vokal Rangkap

1", [Fathah +ya’mati Ditulis ai
A e Ditulis Gairihim
2. | Fathah + wawu mati Ditulis au
Js Ditulis Qaul

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof
aill Ditulis a’antum
el Ditulis u’iddat
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&Gl Ditulis la’in syakartum

III. Kata Sandang Alif +Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

oAl Ditulis Al-Qur’an

bl Ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (el)nya.
Al Ditulis ar-Risalah
¢l Ditulis an-Nisa’

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

150 Jal Ditulis Ahl ar-Rayi
AL Jal Ditulis Ahl as-Sunnah
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KATA PENGANTAR

H;}S\ e Al s
S g dlll das ) 5 aSule 2L
alaial g all e 5 ol yall s oLl Caidl e 2Dl g 33all 5 ¢aalladl oyl deall
A L egpall s () Glnly pesi Gy
Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan
hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini
dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan
kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga
akhir zaman.
Skripsi yang berjudul “Tinjauan Al-Magslahah Al-Mursalah Al-Gazali
Terhadap Pertimbangan Hukum Pada Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/Pa.Ktl
Tentang Kewarisan Bertingkat” disusun sebagai wujud implementasi ilmu yang
telah penulis peroleh selama duduk di bangku kuliah dan merupakan salah satu
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu. Skripsi ini juga
merupakan hasil dari proses panjang yang dipenuhi proses pembelajaran,
perenungan dan kerja keras. Namun demikian, penulis sadar bahwa penyusunan
skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap karya ini dapat
memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Dengan
segala kerendahan ‘hati, ‘penulis “sangat -mengharapkan kritik dan saran demi
perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.
Penulisan skripsiiini dapatberjalan dengan lancar tidak terlepas dari dukungan,
bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis
ingin menyampaikan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir

yang telah memberikan pengarahan, serta bimbingan dalam penyusunan
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dan penulisan Tugas Akhir ini. Semoga selalu sehat dan berkah selalu,
Bapak.

Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Seluruh Dosen dan civitas akademik di lingkungan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Panutanku, Ayahanda Prof. Dr. H. Nispul Khoiri, M.Ag., dan pintu
surgaku, Ibunda Dra. Hj. Syadar Diana, dengan penuh rasa hormat dan
cinta, penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga atas doa yang tiada
henti, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang begitu besar.
Semua itu menjadi kekuatan utama bagi penulis untuk tetap bertahan,
berjuang, dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulis
senantiasa memohon kepada Allah SWT agar keduanya dianugerahi umur
panjang, kesehatan dan kebahagiaan. Dua puluh satu tahun dididik dan
dibina dengan penuh kesabaran dan ketulusan adalah nikmat yang tak
ternilai. Semoga segala pengorbanan tersebut dibalas dengan pahala dan
sepotong surga dari Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Hari ini, gelar Sarjana Hukum (S.H.), penulis persembahkan sebagai
wujud bakti dan rasa syukur yang mendalam. Dari proses skripsi ini telah
menyadarkan penulis bahwa “Cinta keluarga adalah tangki yang tak
pernah kering, tempatku kembali saat dunia terasa tak terkendali” itu
benar-benar nyata dalam keadaan yang sekarang. Sehat selalu dan
hiduplah lebih lama lagi harus selalu ada disetiap perjalanan dan
pencapaian hidup penulis.

Adik tersayang, Tasykira Rizki Khairina, yang selalu menjadi

penyemangat penulis untuk terus berusaha dan berkembang. Semoga
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10.

11.

langkah kecil yang kakak tempuh hari ini dapat menjadi inspirasi dan jalan
bagi masa depanmu kelak.

Kepada segenap keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum
(PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan penuh rasa hormat dan
kasih, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. PSKH
adalah organisasi luar biasa yang telah menjadi ruang berproses sekaligus
rumah singgah bagi penulis. Di sini, penulis menemukan makna
mendalam tentang kepemimpinan, peran, pemikiran yang bijak,
kebersamaan, pengabdian, kesabaran dan banyak hal lain yang telah
membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik. Pengalaman yang
didapatkan selama menjadi bagian dari PSKH telah menjadi pembelajaran
berharga yang tak ternilai. Dari organisasi ini, penulis belajar tentang
proses tidak selalu mengenai hasil yang besar, melainkan tentang langkah-
langkah kecil yang konsisten; berani ikut, berani belajar dan berani
melangkah bersama telah membentuk peran, kontribusi dan langkah yang
hebat. Semua nilai ini tidak hanya memperkaya pengalaman penulis
selama masa studi, tetapi juga menjadi bekal berharga yang akan terus
berguna di masa depan. Terima kasih atas kesempatannya.
PSKH... Bisaaa!!!

Segenap keluarga besar UKM Studi dan Pengembangan Bahasa Asing
(SPBA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebuah-rumah singgah juga
yang membuat penulis merasa pulang setiap kali mengunjuginya. Wadah
yang membersamai penulis mengangkat piala pertama. Perjalanan luar
biasa mengenal debat Arab, pengalaman mengikuti berbagai kompetisi
serta di tempat inilah penulis pertama kali belajar tentang makna
kepemimpinan, kebersamaan dan solidaritas. Setiap proses dan kenangan
yang terukir menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan
akademik maupun pribadi penulis. Tetaplah selalu menjadi keluarga yang
solid.

Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang

telah menghadirkan dukungan, baik moral maupun material. Kalian telah
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berperan, bahkan berkontribusi bersama sejak awal perkuliahan hingga
pada titik tulisan ini ditorehkan. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa
“people come and go”, dimana setiap insan yang hadir akan membawa
makna, menanamkan pelajaran, lalu meninggalkan kenangan yang tak
kasat mata, namun abadi dalam ingatan dan pendewasaan. Dalam
dinamika itulah, tentu penulis belajar bahwa setiap dukungan, sekecil
apapun itu, adalah bagian dari ketetapan yang telah ditakdirkan. Oleh
karena itu, sekedar ucapan terima kasih tentu tak akan pernah cukup
membalas ketulusan kalian. Besar harapan penulis, semoga kebaikan yang
telah ditanamkan, berbuah keberkahan, mengalir dalam hening cahaya,
serta mengiringi setiap tapak langkah menuju kesuksesan yang kalian

tempuh.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT melimpahkan karunia serta

balasan atas kebaikan seluruh pihak yang telah membantu dalam proses

penyusunan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat bagi semua pihak dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan,

khususnya di bidang hukum kewarisan Islam. Aamiin...

Yogyakarta, 02 Maret 2026 M
13 Ramadhan 1447 H
Penulis

Uci Najmi Syifa
NIM. 22103050124
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maslahah (kemaslahatan) merupakan salah satu konsep fundamental dalam
hukum Islam. Para ulama sepakat bahwa hukum syara’ itu mengandung
kemaslahatan bagi umat manusia, karena itu kemaslahatan sebagai tujuan
penetapan hukum syara’ (magasid at-tasyri’). Makna lain maslahah diartikan
sebagai segala bentuk kemaslahatan dan manfaat yang timbul dari suatu
tindakan dimana maslahah berperan sebagai unsur dalam mewujudkan
magqasid asy-syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang berorientasi pada
perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.! Kajian
maslahah pun menjadi pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak
luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam karena merupakan tujuan
utama syariat dan konsep ini digunakan untuk mengevaluasi serta menentukan
kebijakan atau tindakan bermanfaat dengan memelihara lima hal pokok di atas.
Salah seorang ulama figh dan usul al-figh klasik yang cukup concern
mendalami kemudian menggagas teori maslahah adalah Al-Gazali
(Ilengkapnya Abl Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Gazalt
At-T0sT, w. 4507H/1058 M), Secara terminologi «Al-Gazali,> mendefiniskan
maslahah sebagai berikut;
a4y Ly s e qad 5 dabin s B’ VI sl ed daladl) Ll
daladly i (Sl aadialie Jhast 3 GLAN/ DAk (SR Aalic § juad) aias dadiall
ol s peid agile Jadng O sa 5 duadd AN e g 8l dgeaie g 8l 3 geate o Asilaall
a2 Cisile S5 Aaliae sgd dusadll Jsal) sda Lis Cpaaile (S8 aglle g agliais aglic

Alag 4ady g 3auda sgd J st

! Bustanul Arifin, “Kehujjahan Maslahah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali
Dan Najm Al-Din Al-Tufi”, Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal al-
Syakhsiyyah), Vol.1:1 (2024), him.13. https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1il.426

2 Al-Gazali, Al-Mustasfa min ‘lim al-Usil (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), I, him. 286-287.



Pengertian ini menegaskan asal maslahah adalah menarik manfaat dan
menolak mudarat. Maslahah sesungguhnya memelihara tujuan hukum Islam
yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia. Al-Gazali
membedakan antara maslahah perspektif manusia dengan maslahah perspektif
hukum Islam. Ukuran maslahah adalah bersandar kepada syara’.

Dalam kajian wusul al-figh, maslahah dibagi menjadi tiga kategori
berdasarkan pengakuannya dalam syariat, yaitu al-maslahah al-mu ‘tabarah,
al-maslahah al-mulgah dan al-maslahah al-mursalah.’ Diantara ketiganya, al-
maslahah al-mursalah memiliki karakter yang khas karena ia tidak secara
eksplisit disebutkan dalam nas, namun dapat diterima berdasarkan makna
umum dari dalil-dalil syara’ yang mendukungnya.* Menurut Al-Gazali al-
maslahah al-mursalah merupakan maslahat yang kembali untuk memelihara
tujuan syara’ yang diketahui dari al-kitab (Al-Qur’an), Sunnah, dan ljma’,
maslahat itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut. la tidak dinamakan Qiyas,
tetapi dinamakan al-maslahah al-mursalah. Sebab Qiyas ada dalilnya tertentu,
adanya maslahah tersebut dikehendaki oleh syara’ diketahui bukan saja dari
satu dalil, namun berdasarkan dalil yang cukup banyak tidak terhitung, baik
dari Al-Qur’an, Sunnah, kondisi dan situasi serta tanda-tanda yang lain,
karenanya disebut dengan al-maslahah al-mursalah.®

Pada perkembangannya kedudukan maslahah tidak saja menjadi cita-cita
hukum Islam, tetapi bertransformasi menjadi metodologi-hukum meskipun al-
magslahah al-mursalah menjadi wilayah perdebatan di kalangan mazhab figh.
Namun harus’ diakui pembentukan dan pembangunan hukum Islam
kontemporer berelasi kuat dengan maslahah (al-maslahah al-mursalah).
Dinamika kehidupan manusia terutama ke depan akan mendatangkan

permasalahan kehidupan manusia yang cukup kompleks. Permasalahan ini

3 Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali”®, 4Al-Mizan, Vol. 2:1
(2018), him.119.

4 Ibid., him. 123.

3 Ibid., hlm. 311.



harus dihadapi umat Islam yang menuntut akan kebutuhan hukum sebagai
problem solving-nya. Beragam persoalan hukum tersebut tidak akan dapat
mudah dihadapi kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara
atau metode lama (konvensional) yang digunakan ulama terdahulu.

Persoalan kewarisan Islam (fara’id) menjadi salah satu bidang hukum
yang sering menghadapi dinamika sosial dan menuntut penalaran ijtihad. Harta
peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia perlu diatur secara jelas
agar dapat diketahui siapa saja yang berhak menerimanya, berapa besaran
bagian masing-masing, serta bagaimana tata cara pembagiannya. Pengaturan
yang baik akan menghindarkan potensi perebutan hak dan ketidakadilan di
antara ahli waris. Dalam konteks ini, hukum kewarisan berperan untuk
mengatur proses pengalihan harta peninggalan seseorang kepada pihak-pihak
yang berhak menerimanya, termasuk mengatur dampak hukum bagi para ahli
waris, baik dalam hubungan satu sama lain maupun dengan pihak ketiga. Di
Indonesia, kewenangan untuk menyelesaikan perkara kewarisan umat Islam
berada pada Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Apabila terdapat ahli waris
yang ingin menetapkan kedudukannya sebagai ahli waris atau mengajukan
pembagian terhadap harta warisan, penyelesaiannya dapat mengajukan
permohonan ataupun gugatan ke Pengadilan Agama.®

Pada prinsipnya, pembagian warisan akan lebih mudah dilakukan apabila
dilaksanakan segera setelah pewaris meninggal dunia. Namun, praktiknya di
masyarakat kerap kali ditemukan pembagian warisan yang tertunda bahkan
ditangguhkan hingga bertahun-tahun. Akibatnya, keadaan ini memunculkan
persoalan hukum baru ketika sebagian ahli waris meninggal dunia sebelum
proses pembagian selesai. Dalam ilmu faraid, fenomena semacam ini dikenal
dengan istilah munasakhah atau kewarisan bertingkat, yaitu kondisi ketika

harta peninggalan berpindah dua kali atau lebih karena kematian beruntun

® Nofiardi, Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktik (Bandarlampung: Pustaka
Media, 2023), him. 2.



diantara para ahli waris.” Tepatnya adalah proses pembagian harta warisan
yang terjadi ketika seorang ahli waris meninggal dunia sebelum menerima
bagiannya dari harta warisan pewaris pertama. Dalam kondisi ini bagian yang
seharusnya diterima ahli waris tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya
sendiri.

Konsep kewarisan bertingkat (Mundasakhah) merupakan wilayah ijtihad,
sebab tidak ada dalil gat’i (pasti) yang secara eksplisit menjelaskan
permasalahan tersebut.® Oleh karena itu, para ulama menetapkannya
berdasarkan makna umum dari firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’ (4): 33,
yang berbunyi:

o S () panend ot 8 (S i 15 50 ) 5 Gl 1) 5 e ) 5o L K1,
YY) gl o 25 JS

Ayat di atas menegaskan adanya hak pewarisan bagi setiap kerabat, yang
mana menjadi landasan bagi para fugaha’ dalam berijtihad menetapkan hukum
mengenai kewarisan bertingkat, yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan
dan kemaslahatan bagi para ahli waris.

Berbagai persoalan muncul dalam penyelesaian kewarisan bertingkat
sebagai problema di pengadilan agama. Problema tersebut antara lain adalah:
1. Adanya kompleksitas penentuan ahli waris, persoalannya adalah:

(a). Kematian ahli waris baru: ahli waris pertama meninggal dunia

sebelum pembagian harta warisan_selesai, sehingga bagiannya harus

dibagi lagi kepada ahli waris yang baru (cucu/cicit) dan seterusnya; (b).

Banyaknya pihak terlibat: semakin bertingkat warisannya semakin banyak

pihak yang terlibat, membuat proses identifikasi dan penentuan hak

masing-masing menjadi rumit; (c). Ketidakjelasan subjek perkara:

7 Nadlif Mustaqim, “Penyelesaian Kasus Kewarisan Bertingkat Dengan Menggunakan
Metode Munasakhat (Studi Kasus Di Balikpapan Selatan)”, Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, Vol.
4:3 (2024). Prefix doi.org/10.3783/tashdigv2i9.2461

8 Ibid., hlm. 5.

9 An-Nisa’ (4): 33.



Kesulitan dalam mengidentifikasi secara pasti siapa saja ahli waris,
terutama jika ada pernikahan di bawah tangan atau dokumen terkait yang
tidak lengkap.

Persoalan identifikasi dan status objek warisan berupa: (a).
Ketidaklengkapan data harta: Ahli waris sering kali tidak memiliki data
lengkap atau dokumen  kepemilikan yang jelas mengenai harta
peninggalan (objek sengketa) seperti sertifikat tanah atau bukti
kepemilikan lainnya, terutama jika harta tersebut berada di lokasi yang
berbeda atau belum bersertifikat; (b). Harta yang sudah berpindah:
Beberapa objek warisan mungkin telah dijual atau dialihkan
kepemilikannya oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan pihak lain
sebelum adanya putusan pengadilan yang menambah kerumitan dalam
pelacakan dan pembagiannya.

Persoalan aspek hukum dan teknis berupa: (a). Penerapan konsep
kewarisan bertingkat: Meskipun diakui dan diterapkan, konsep kewarisan
bertingkat memerlukan pemahaman mendalam baik dari pihak yang
berperkara maupun terkadang dari aparat hukum sendiri, sehingga
penerapannya bisa bervariasi dan menimbulkan tantangan; (b). Perbedaan
penafsiran dan kepentingan: Adanya perbedaan pendapat atau kepentingan
diantara para ahli waris mengenai cara pembagian yang adil seringkali
menjadi _ penyebab, utama konflik berkepanjangan; (c). Minimnya
pemahaman hukum: Masyarakat awam seringkali kurang memahami
hukum waris Islam danprosedur, penyelesaian di Pengadilan Agama yang
menyebabkan penundaan atau kesalahan dalam proses pengajuan perkara.
Persoalan tantangan prosedural berupa: (a). Penundaan penyelesaian:
Kecenderungan masyarakat untuk menunda penyelesaian masalah warisan
dapat membuat sengketa semakin rumit seiring berjalannya waktu dan
bertambahnya generasi ahli waris; (b). Proses pembuktian yang rumit:
pembuktian hubungan kekerabatan dan status harta warisan memerlukan
proses persidangan yang panjang termasuk pengumpulan bukti dan saksi;

(c). Upaya mediasi yang gagal: Meskipun mediasi diwajibkan, seringkali



sulit mencapai kesepakatan karena kuatnya konflik internal keluarga dan

rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh beberapa pihak.

Salah satu perkara yang mencerminkan praktik kewarisan bertingkat
adalah Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal (berkedudukan di Tungkal
Ilir, J1. Prof. Dr. Soedewi, Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi) dengan Nomor
Perkara 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl yang menjadi objek penelitian ini. Dalam
perkara tersebut, pewaris bernama M. Fahmi meninggal dunia dan
meninggalkan sejumlah ahli waris, yaitu Ternah (istri), Siti Nurmah (anak
perempuan kandung), Arba’i (anak laki-laki kandung), Amerdi (anak laki-laki
kandung), Supik Ana (anak perempuan kandung) dan Ernawati (anak
perempuan kandung). Seluruh ahli waris tersebut beragama Islam dan tidak
pernah dipersalahkan atas sebab kematian pewaris.'”

Pembagian harta warisan dalam perkara ini tidak segera dilaksanakan dan
tertunda dalam waktu yang lama sehingga selama penundaan tersebut, terjadi
peristiwa kematian beruntun, di mana Siti Nurmah (anak perempuan kandung)
meninggal dunia terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Ternah (istri pewaris)
tiga tahun setelahnya. Akibat dari keadaan ini, muncul ahli waris baru dari
pihak Nurmah, yaitu M. Dani (suami Nurmah), Fridayani (anak perempuan
Nurmah) dan Jefri Kurniawan (anak laki-laki Nurmah). Mereka bersama
dengan Arba’idan Supik Ana kemudian bertindak sebagai penggugat terhadap
Amerdi dan Ernawati yang diduga menguasai harta peninggalan milik pewaris
dan mengajukan gugatan ke , Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk
menetapkan ahli waris dan membagi harta peninggalan Almarhum dengan
Hukum Waris Islam.!!

Berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor
477/Pdt.G/2024/PA Ktl yang diputus pada hari Rabu, 26 Maret 2025, perkara

ini menjadi kajian penting karena melibatkan dua lapis ahli waris, yaitu ahli

10 Pytusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 477/Pdt.G/2024/PA Ktl tentang
Gugat Waris.

" Ibid.



waris generasi pertama dan ahli waris pengganti (generasi berikutnya). Kondisi
tersebut menimbulkan penerapan sistem kewarisan bertingkat (munasakhah),
sehingga majelis hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal menjadikan metode
mundasakhah sebagai dasar pembagian harta warisan. Pertanyaannya, apakah
putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan? Untuk menjawab hal tersebut, putusan ini akan dianalisis
melalui perspektif teori al-maslahah al-mursalah Al-Gazali.

Fenomena kewarisan bertingkat ini menunjukkan pentingnya pendekatan
al-maslahah al-mursalah dalam praktik hukum Islam di peradilan. Dengan
mempertimbangkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak,
metode mundasakhah dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai
kemaslahatan sebagaimana digagas oleh Al-Gazali. Oleh karena itu, penelitian
ini berupaya menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan
Nomor 477/Pdt.G/2024/PA Ktl dengan menggunakan perspektif al-maslahah
al-mursalah Al-Gazali, guna memberikan penguatan dan melihat sejauh mana
penerapan teori kemaslahatan tersebut mewujudkan keadilan dalam praktik

kewarisan bertingkat di Pengadilan Agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan | padal latar | belakang yangtelah dijelaskan sebelumnya, maka
permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis" Hakim dalam Putusan Nomor
477/Pdt.G/2024/PA Ktl terkait penerapan sistem kewarisan bertingkat
(munasakhah)?

2. Bagaimana analisis teori al-maslahah al-mursalah Al-Gazali terhadap
pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor

477/Pdt.G/2024/PA Ktl?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis

paparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1.

Mendeskripsikan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan
Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl terkait penerapan sistem kewarisan
bertingkat (mundsakhah).

. Menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama dalam

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA Ktl berdasarkan teori al-maslahah al-

mursalah Al-Gazali.

Adapun kegunaan atau yang ingin penulis dapatkan dari penelitian ini sebagai
berikut:

1.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum
kewarisan, melalui analisis penerapan teori al-maslahah al-mursalah dalam
penyelesaian konflik kewarisan bertingkat di peradilan agama. Hasil
penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan
peneliti yang ingin mendalami hubungan antara teori maqashid asy-syariah

dan praktik yurisprudensi di Indonesia.

. Secara praktis; penelitian, ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

yang lebih komprehensif'kepada masyarakat dan praktisi hukum mengenai
penerapan konsep kemaslahatan dalam "penyelesaian perkara kewarisan
bertingkat. Selain'itu, hasil penelitian tni diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi hakim atau akademisi dalam memperkuat dasar istinbat

hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

D. Telaah Pustaka

Terdapat berbagai penelitian yang membahas seputar kewarisan bertingkat dan

telah membahasnya dari berbagai sudut pandang. Pada bagian Telaah Pustaka

ini, penulis memaparkan hasil penelitian serta karya ilmiah kontemporer yang



memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Tujuan dari telaah pustaka ini
adalah untuk menelaah sejauh mana penelitian sebelumnya membahas isu yang
serupa, sekaligus mengidentifikasi perbedaan dan keunikan antara penelitian
terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut beberapa

penelitian yang telah ditemukan:

Tabel 1.1 Telaah Pustaka Hasil Penelitian yang Serupa

No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan
1. | Diffada Penyelesaian Diffada Penelitian
Achmadiansyah| Perkara Achmadiansyah Diffada

Kewarisan meneliti tentang cara | berfokus pada
Bertingkat pandang hakim dan | persepsi  dan
Perspektif ulama di Denpasar | pandangan
Magqashid Syariah | terhadap praktisi hukum
(Studi Pandangan | penyelesaian perkara | (hakim dan
Hakim dan Ulama | kewarisan bertingkat | ulama),
di Kota Denpasar, | (munasakhah) sedangkan
Bali), Skripsi, | dengan penelitian  ini
UIN Maulana | menggunakan menganalisis
Malik Ibrahim | pendekatan magasid | pertimbangan

Malang, 2022.

asy-syari ‘ah. Peneliti
menemukan bahwa

hukum majelis
hakim dalam

penyelesaian putusan
kewarisan bertingkat | konkret dengan
harus menggunakan
mempertimbangkan | teori al-
nilai-nilai maslahah  al-
kemaslahatan | dan/| mursalah Al-
keadilan ‘antar -ahli | Gazali, bukan
waris. | *Hakim 4 dan | sekadar
ulama sepakat bahwa | pendekatan

magqasid asy-
syari‘ah menjadi
landasan moral dan

hukum dalam
menentukan
pembagian waris

secara proporsional
agar tidak merugikan
pihak tertentu.

magqasid secara
umum.
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Nurdiana Kewarisan Nurdiana Penelitian
Ramadhan Bertingkat menganalisis Nurdiana
sebagai Putusan Pengadilan | berfokus pada
Perkembangan Agama Jakarta Barat | perkembangan
Hukum dalam | Nomor hukum
Penyelesaian 1191/Pdt.G/2016/PA | kewarisan
Sengketa JB terkait kewarisan | dalam satu
Kewarisan di | bertingkat. Ia | putusan  dan
Indonesia menemukan bahwa | belum
(Analisis Putusan | hakim menggunakan | meninjau dasar
Nomor konsep mundsakhah | filosofis
1191/Pdt.G/2016/ | sebagai dasar | kemaslahatan
PAJB), Skripsi, | penyelesaian ketika | dari perspektif
UIN Syarif | sebagian ahli waris | usil  al-figh.
Hidayatullah meninggal sebelum | Sementara
Jakarta, 2019. pembagian harta | penelitian ini
dilakukan. Penelitian | mengaitkan
ini  menyimpulkan | putusan serupa
bahwa  penerapan | dengan  teori
munasakhah al-maslahah
mencerminkan al-mursalah
perkembangan Al-Gazali
hukum waris Islam | untuk menilai
yang adaptifterhadap | sejauh  mana
realitas  sosial di | pertimbangan
Indonesia. hakim selaras
dengan prinsip
kemaslahatan
syar‘i.
Intan Konsep Intan, menelaah.-tiga | Penelitian
Miftahurrahmi. | Munasakhat putusan pengadilan’| Intan lebih
dalam Hukum | agama terkait perkara | deskriptif dan
Kewarisan [Islam | kewarisan bertingkat | membandingkan
di Indonesia | dengan metode | beberapa
(Analisis Putusan | penelitian pustaka. [a | putusan  dari
Pengadilan menemukan bahwa | segi teknis
Agama  Nomor | ketiga  pengadilan | hukum  waris.
0345/Pdt.G/2021/ | sama-sama Penelitian  ini
PA.Pmk, mengabulkan berbeda karena
1042/Pdt.G/2022/ | gugatan  sengketa | memfokuskan
PA .Pra, kewarisan bertingkat, | analisis
390/Pdt.P/2021/P | namun terdapat | normatif pada
AXKjn),  Tesis, | perbedaan  dalam | nilai
TIAIN Metro, | pertimbangan kemaslahatan
2024. hukum: (al-maslahah
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e« PA Pamekasan

al-mursalah)

membagi  harta | sebagai dasar
sesuai ilmu | legitimasi
fara’id. pertimbangan
e PA Praya | hakim  dalam
menggunakan satu  putusan
konsep ahli waris | spesifik, yaitu
pengganti. Putusan Nomor
e PA Kajen | 477/Pdt.G/2024/
menggunakan PAKitl.
istihsan untuk
menyesuaikan
dengan  kondisi
sosial.
Penelitian ini
menunjukkan bahwa
praktik munasakhah
dapat bervariasi
tergantung
pendekatan  hakim
terhadap  keadilan
substantif.
[lmy Keadilan = dalam | Artikel ini mengkaji | Artikel ini
Amaliyah, Hukum '~ Waris: | prinsip keadilan | bersifat
Andi Tinjauan dalam hukum waris | konseptual dan
Sukmawati Maslahah al- | Islam melalui | membahas al-
Assaad,  dan | Mursalah, Jurnal | pendekatan al- | maslahah  al-
Helmi Kamal | Maddika: Journal | maslahah al- | mursalah
of Islamic Family | mursalah. . Penulis | secara umum

Law, 'Vol."4, No.

4, Desember
2023, TAIN
Palopo.

menegaskan © bahwa
pembagian’ . warisan
2:1. antara laki-laki
dan perempuan
sudah mencerminkan
keadilan karena
sesuai dengan
pertimbangan

kemaslahatan syar‘i.
Konsep al-maslahah
al-mursalah  dinilai
mampu menjaga
keseimbangan antara
teks nas dan realitas
sosial, serta menjadi
instrumen  penting

dalam konteks
keadilan waris.
Sedangkan
penelitian
menerapkan
teori  tersebut
secara aplikatif
pada putusan
pengadilan,
khususnya
untuk melihat
apakah putusan
hakim
mencerminkan
kemaslahatan
menurut

ini
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dalam adaptasi | perspektif Al-
hukum Islam | Gazali.
terhadap konteks
kontemporer.
Nadlif Penyelesaian Penelitian ini | Penelitian
Mustagim Kasus Kewarisan | menelaah kasus | Nadlif bersifat
Bertingkat dengan | kewarisan bertingkat | praktis dan
Menggunakan yang  terjadi  di | fokus pada
Metode Balikpapan Selatan. | perhitungan
Munasakhah Nadlif menggunakan | teknis
(Studi Kasus di | metode kualitatif | pembagian
Balikpapan dengan pendekatan | waris dengan

Selatan),  Jurnal
Tashdiq:  Jurnal
Kajian = Agama
dan Dakwah, Vol.
4 No. 3, 2024.

studi pustaka untuk
menganalisis

penyelesaian  waris
ketika salah satu ahli

waris meninggal
sebelum harta
peninggalan
dibagikan. Ia
menemukan bahwa
metode mundasakhah
(kewarisan
bertingkat) dapat
digunakan untuk
mengatasi
permasalahan
tersebut. Hasil
perhitungan
warisannya

menunjukkan bahwa
pembagian — dengan
sistem . al-jam Tyyah
(penggabungan dua
bagan waris)
mencerminkan

keadilan dan sesuai
dengan  Kompilasi
Hukum Islam Pasal
185. Selain itu,
penelitian ini
menegaskan bahwa
anak tiri tidak berhak
menerima  warisan,
melainkan hanya

metode
mundasakhah,
bukan  pada
nilai  filosofis
atau
pertimbangan
hukum hakim.
Sementara
penelitian  ini
menelaah
pertimbangan
hukum majelis
hakim dalam
Putusan Nomor
477/Pdt.G/202
4/PA.Ktl
dengan
pendekatan al-
maslahah  al-
mursalah
menurut  Al-
Gazali, untuk
melihat
kesesuaian
antara praktik
hukum positif
dan prinsip
kemaslahatan
syari.
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dapat  memperoleh
wasiat wajibah.

Sumber: Diolah sendiri oleh Penulis

Dari pemaparan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan
bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan
penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaannya terlihat pada fokus kajian,
pendekatan teori, dan objek penelitian yang digunakan. Meskipun terdapat
kesamaan dalam tema besar, yaitu sama-sama membahas persoalan hukum
kewarisan dan penerapan nilai-nilai maslahah dalam hukum Islam, penelitian
ini secara khusus menitikberatkan pada analisis teori hukum al-maslahah al-
mursalah Al-Gazali terhadap pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan
Agama dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl tentang kewarisan
bertingkat.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoretik merupakan kumpulan teori atau konsep dasar yang
digunakan sebagai alat analisis dalam mengkaji dan memahami permasalahan
yang menjadi fokus penelitian.!*> Adanya kerangka teoritik diperlukan agar
dapat membantu menjelaskan dasar pemikiran ilmiah dan memberikan batasan
penelitian, sehingga pembahasan tidak melebar dari fokus permasalahan yang
sudah ditetapkan. Guna menganalisis nilai al-masliahah al-mursalah terhadap

pertimbangan hukum dalam/putusan ini peneliti menggunakan teori:

1. Teori al-Maslahah al-Mursalah
Secara etimologi, term maslahah berasal dari bahasa Arab “4alas”

merupakan bentuk masdar dari fi il “zl=” diartikan: manfaat, faedah guna,

kebaikan. Ibn Manzur menyatakan, “zlbad 32al 5 Aaliadl § #all daladll“

12 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2021), hIm. 8.
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Maslahah berarti kebaikan dan ia merupakan bentuk mufrad dari kata
“masalih .13

Sedangkan makna terminologi Al-Gazali, mengartikan maslahah
adalah menarik manfaat atau menolak mudarat dari hal-hal yang merugikan.
Akan tetapi bukan itu yang dikehendaki, sebab meraih manfaat dan
menghindar mudarat adalah tujuan makhluk. Kemaslahatan makhluk
terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang dimaksud dengan
maslahat ialah memelihara tujuan syara’. Tujuan syara’ yang ingin dicapai
dari makhluk ada lima yaitu: Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan
harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima
hal tersebut disebut maslahat dan setiap hal yang meniadakannya disebut
mafsadah.'* Sedangkan al-maslahah al-mursalah, didefinisikannya ¢ al)
(e gl e 3 Y g (Blaily e il (e 4l (Maslahat yang tidak ditunjukkan oleh
dalil tertentu dari syara’ yang membatalkan atau membenarkan). Dengan
kata lain Al-Gazali mempertegas pengertian al-maslahah al-mursalah
dengan definisi, setiap maslahat yang kembali untuk memelihara tujuan
syara’ yang diketahui dari al-kitab (Al-Qur’an), Sunnah, dan [jma’,
maslahat itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut. Ia tidak dinamakan giyas,
tetapi dinamakan al-maslahah al-mursalah. Sebab giyas ada dalilnya
tertentu. Adanya maslahah tersebut dikehendaki oleh syara’ diketahui
bukan saja dari satu dalil, namun berdasarkan dalil yang cukup banyak dan
tidak terhitung, baik dari Al-Qur’an, Sunnah, kondisi dan situasi serta tanda-
tanda yang lain, karenanya disebut dengan al-maslahah al-mursalah.'

Menurut Abdul Wahab Khallaf al-maslahah al-mursalah adalah suatu
maslahat yang tidak ditetapkan oleh syariat sebagai dasar penetapan

hukum, tidak pula adil, syariat tidak menyatakan keberadaannya atau

13 Tbn al-Manzur, Lisan al- ‘Arab (Beirut : Dar al-Fikr, 1972), II, him. 348.
4 Al-Gazali, al-Mustasfa ..., hlm. 286-287.

15 Ibid., hlm. 311.
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keharusan meninggalkannya.'® Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan al-
maslahah al-mursalah dengan beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan
dan tujuan syara’, tetapi tidak ada dalil tertentu dari syara’ yang
membenarkan atau menggugurkan dan dengan ditetapkannya hukum
padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan manusia.!”

Terminologi maslahah bermakna manfaat, baik dari segi lafaz maupun
maknanya. Istilah ini juga dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan
yang mengandung unsur kebaikan atau kemanfaatan bagi manusia. Adapun
al-maslahah al-mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak
memiliki dasar dalil syar‘i secara eksplisit, namun tetap memperoleh
legitimasi dari makna-makna umum yang terkandung dalam nas (Al-Qur’an
dan Sunnah).'®

Konsep al-maslahah al-mursalah berangkat dari pemahaman bahwa
syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan
menolak segala bentuk kerusakan. Secara etimologis, maslahah bermakna
manfaat, kebaikan, atau sesuatu yang mendatangkan kesejahteraan. Dalam
disiplin usul al-figh, maslahah dipandang sebagai pertimbangan rasional
yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan mengandung kebaikan
sesuai prinsip-prinsip syariat. Adapun al-maslahah al-mursalah adalah
kemaslahatan yang tidak memiliki landasan dalil yang secara eksplisit
mengaturnya, . tetapi . keberadaannya _tetap _dapat diterima karena tidak
bertentangan dengan nas dan sejalan_dengan tujuan umum syariat. Al-
Gazali menegaskan bahwa maslahah hanya dapat dijadikan dasar istinbat

hukum apabila benar-benar mendukung tujuan syariat serta mampu

16 Abdul Wahab Khallaf, llmu Usul Al-Figh (Jakarta: Al-Majlis Al-A’1a Al-Indonesia li Al-
Da’wah Al-Islamiyyah, 1972), him. 84.

17 Wahbah al-Zuhaili, Usul Al-Figh Al-Islamt (Beirut: Dar al-Fikr Al-Mu’ass$ir, 1986), I,
hlm. 757.

18 Abli Hamid Al-Gazali sebagaimana dikutip dalam Nasrun Haroen, Ushul Fikih (Jakarta:
Logos Wacana Ilmu, 2001), I, him. 118-119, dalam Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah
Menurut al-Ghazali,” al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 4:1 (Juni 2012), hlm. 123.
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menjaga lima prinsip dasar yang menjadi pondasi hukum Islam, yaitu
perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks hukum kewarisan Islam, pendekatan metodologi hukum
dan penerapan al-maslahah al-mursalah menjadi penting karena banyak
persoalan yang muncul bersifat kasuistik dan tidak dijelaskan secara rinci
dalam nas, termasuk persoalan kewarisan bertingkat (munasakhah). Ketika
pembagian warisan tertunda dalam jangka waktu panjang dan sebagian ahli
waris meninggal dunia sebelum pembagian dilaksanakan, munculah
kebutuhan untuk merumuskan metode pembagian yang mampu menjaga
hak seluruh ahli waris tanpa menimbulkan ketidakadilan. Pada situasi
seperti ini, metode munasakhah diterima oleh ulama berdasarkan
pertimbangan kemaslahatan, karena meskipun tidak memiliki dasar tekstual
yang spesifik, ia mampu memberikan solusi yang adil, proporsional, dan
sesuai dengan praktik sosial masyarakat muslim.

Relevansi al-maslahah al-mursalah terlihat nyata dalam Putusan
Nomor 477/Pdt.G/2024/PA .Ktl yang menjadi objek penelitian ini. Majelis
hakim menghadapi fakta bahwa pembagian warisan tidak segera dilakukan
setelah pewaris meninggal dunia dan selama penundaan tersebut, dua ahli
waris dari generasi pertama meninggal secara berurutan. Keadaan ini
melahirkan ahli waris baru dari generasi berikutnya yang secara moral
maupun syariat semestinya menerima bagian warisan. Tanpa pendekatan
kemaslahatan, hak-hak mereka berpotensi hilang, terlebih ketika sebagian
harta telah dikuasai oleh sebagian ahli'waris lain. Dengan memilih metode
mundsakhah dalam memutus perkara tersebut, majelis hakim sesungguhnya
sedang menerapkan prinsip kemaslahatan sebagaimana dikemukakan oleh
Al-Gazali, yaitu menjaga harta agar tidak jatuh kepada pihak yang tidak
berhak, menjaga keturunan agar tidak terputus haknya, serta menolak
mudarat berupa ketidakadilan dan kerugian bagi ahli waris generasi kedua.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa al-maslahah al-mursalah bukan hanya

konsep teoritis, tetapi benar-benar menjadi salah satu dasar rasional yang
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menopang putusan hakim ketika berhadapan dengan persoalan kewarisan

yang kompleks.

. Teori Magqasid asy-syari ‘ah

Secara etimologis, istilah magasid asy-syari‘ah terdiri atas dua kata, yakni
magqasid (=) dan asy-syari‘ah (%=_4). Kata magdsid merupakan
bentuk jamak dari kata magsad (x=), atau gasd (+<%). Sedangkan Magsid
adalah derivasi dari kata kerja “gasada-yaqsudu” (2<3-122) diartikan
dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah,
adil dan tidak melampai batas.!® Sedangkan asy-syar i’ah secara bahasa
diartikan dengan  slal () jaa5 aal 120 (Jalan menuju sumber air). Definisi
ini sebuah konotasi sebagai jalan ke arah sumber kehidupan.

Definisi lengkap dan komprehensif tentang magqdasid asy-syari’ah
dikemukakan Asy-Syatibi, magasid asy-syari’ah diartikan: 4z 5l s3a"
"o Lially (pall (8 aadias ol (3 ¢ LA (aalie (38adl Gy (Sesungguhnya
syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan
akhirat). 2! Makna yang sama juga diungkapkan Asy-Syatibi bahwa magasid
asy-syari’ah  adalah: “dall allad  dc 5 de Q&Y (Hukum-hukum
disyariatkan untuk kemaslahatan hamba).?? Substansi magasid asy-syari’ah
mengandung beberapa aspek: (1). Tujuan awal dari syariat adalah
kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Aspek ini merupakan muatan dan
hakikat ‘maqdasid asy-syari’ah. (2). Syariat secbagai sesuatu yang harus
dipahami. Aspek’ ini berkaitan ini dimensi bahasa agar syariat dapat

dipahami sehingga mencapai kemaslahatan yang dikandungnya. (3). Syariat

hlm. 21.

(Jakarta

19 Ahmad Imam Mawardi, Fikih Minoritas (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 178-179.
20 Ibn Manzir Al-Afriqi, Lisan Al- ‘Arab (Beirut: Dar As-Sadr, t.th), VIL, hlm. 175.

2L Asy-Syatibi, Al-Muwafaqah fi Ushiil Asy-Syariah (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), 1

22 Ibid., 11, hlm. 54. Asyafti Jaya Bakri, Konsep Magqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi

: Raja Grafindo Persada, 1996), him. 65-68.



18

sebagai hukum taklif yang harus dilakukan. Aspek ini berkaitan dengan
pelaksanaan ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan
terutama kemampuan manusia untuk melaksanakannya. (4). Tujuan syariat
adalah membawa manusia berada dalam lingkaran hukum, aspek ini
berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan
terhadap hukum-hukum Allah.?

Kemaslahatan akan terwujud manakala lima unsur pokok (usil al-
Khamsah) dapat dipelihara, unsur-unsur penting yang dimaksudkan Asy-
Syatibi itu adalah yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Jika unsur-
unsur pokok ini tidak didapatkan dalam kehidupan ini maka kemaslahatan
tidak dapat diperoleh. Kemudian sebagai usaha mewujudkan dan
memelihara lima unsur pokok ini, Asy-Syatibi membagi magdasid atau
tujuan syariah kepada tiga tingkatan: (1). Magqasid ad-duriri (s_orl),
yaitu sesuatu yang harus ada didapatkan manusia, dan manusia akan
mengalami kesulitan jika kebutuhan tersebut tidak didapatkan. Kebutuhan
yang dimaksud adalah agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. (2). Magasid
al-Hajiyat (“s\sll) adalah sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan
manusia, tetapi tidak mencapai tingkat duriri, sekiranya kebutuhan itu tidak
terpenuhi, maka tidak akan sampai menyulitkan kehidupan manusia.
Keberadaannya tidak lebih hanya memberikan kemudahan bagi manusia.
(3). Magasid at-Tahsiniyat (Sasxil)) yaitu sesuatu-yang sebaiknya ada
untuk _memperindah dan ‘melengkapi kehidupan manusia. Tanpa
terpenuhinya kebutuhan tersebut, tidak akan merusak kehidupan manusia.
Pada prinsipnya semua tingkatan kebutuhan (duririyat, hajiyat, tahsiniyar)
pada dasarnya adalah untuk memelihara atau mewujudkan lima kebutuhan
pokok di atas. Hanya peringkat kebutuhannya yang berbeda-beda
berdasarkan prioritas kebutuhannya masing-masing.

Dapat disimpulkan, teori hukum magdasid asy-syari‘ah berangkat dari

gagasan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam memiliki tujuan tertentu

3 [bid., hlm. 70.
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yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan manusia. Secara bahasa,
magqasid berarti tujuan atau maksud, sedangkan syariah merujuk pada
ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan Allah SWT. Dalam tradisi
ilmiah Islam, magasid dipahami sebagai tujuan besar yang hendak dicapai
oleh syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan.
Para ulama merumuskan lima tujuan pokok syariat (al-kulliyyat al-khams),
yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang kelima tujuan
ini menjadi parameter untuk menilai apakah suatu tindakan, penetapan
hukum, atau putusan dapat dinilai sejalan dengan spirit syariat Islam.

Dalam konteks hukum kewarisan Islam, maqdasid asy-syari ‘ah berperan
penting untuk memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan
secara adil, teratur, dan memenuhi kepentingan seluruh ahli waris. Tujuan
syariat dalam bidang ini tidak hanya memastikan bahwa setiap ahli waris
memperoleh bagiannya, tetapi juga menjaga harta keluarga dari penguasaan
yang tidak proporsional, memastikan kesinambungan hubungan
kekerabatan melalui distribusi hak yang adil, serta menjaga agar harta tetap
berada dalam jalur keturunan yang sah. Ketika muncul persoalan kewarisan
bertingkat yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nas, pendekatan
magqasid menjadi sangat relevan karena mampu membantu hakim memilih
metode penyelesaian yang paling mendekati tujuan syariat.

Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA Ktl, di
mana__hakim ;| menerapkan . metode = Kewarisan | bertingkat untuk
menyelesaikan persoalan pembagian warisan yang tertunda. Dengan
menerapkan munasakhah, majelis hakim sebenarnya sedang menjaga tujuan
syariat, terutama pada aspek hifz al-mal (perlindungan harta). Perlindungan
harta diwujudkan dengan memastikan bahwa seluruh ahli waris, termasuk
ahli waris dari generasi kedua, memperoleh haknya secara proporsional dan
tidak kehilangan bagian hanya karena orang tua mereka meninggal sebelum
pembagian dilaksanakan. Sedangkan perlindungan keturunan tercermin
melalui  pengakuan terhadap hak-hak ahli waris pengganti yang

menggantikan posisi pewaris sebelumnya. Selain itu, putusan majelis hakim
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juga menjaga nilai keadilan yang menjadi tujuan utama syariat, karena
pembagian dilakukan secara seimbang antara semua pihak berdasarkan
kedudukan mereka masing-masing.

Dengan demikian, teori maqdasid asy-syari ‘ah memberikan pemahaman
bahwa penerapan mundasakhah dalam putusan tersebut tidak hanya sah dari
segi hukum waris Islam, tetapi juga selaras dengan tujuan besar syariat yang
mengutamakan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak keluarga.
Melalui pendekatan magqasid, dapat dipahami bahwa hakim tidak sekadar
mengikuti  prosedur  teknis  perhitungan  waris, tetapi  juga
mempertimbangkan aspek filosofis hukum Islam agar putusan benar-benar

membawa manfaat bagi seluruh ahli waris.

. Teori Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Sudikno Mertokusumo

Teori penemuan hukum (rechtsvinding) menurut Sudikno Mertokusumo
memandang bahwa hakim tidak hanya menerapkan undang-undang secara
tekstual, tetapi harus menemukan hukum melalui proses penafsiran ketika
norma yang ada tidak jelas atau belum mengatur suatu peristiwa secara
lengkap. Penemuan hukum dipahami sebagai proses mengkonkretkan
aturan hukum yang bersifat umum menjadi putusan yang bersifat
individual-konkret, sehingga menghasilkan solusi hukum yang dapat
diterima oleh masyarakat.

Menurut Sudikno, terdapat dua bentuk penemuan hukum, yaitu
heteronom dan otonom: Penemuan hukum heteronom terjadi ketika hakim
merasa terikat sepenuhnya pada bunyi teks peraturan sehingga putusan
hanya mengikuti rumusan normatif. Sebaliknya, penemuan hukum otonom
memberikan ruang bagi hakim untuk berperan aktif melalui pertimbangan
rasional, tujuan hukum, dan konteks sosial. Dalam model otonom, hakim

dapat menggunakan metode interpretasi modern seperti teleologis, evolutif,
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dan dinamis untuk memastikan bahwa penerapan hukum selaras dengan
perkembangan masyarakat dan memenuhi rasa keadilan.>*

Interpretasi (penafsiran) merupakan instrumen utama dalam penemuan
hukum. Sudikno mengelompokkan metode interpretasi yang lazim
digunakan hakim, yaitu:

1. Interpretasi gramatikal, yaitu memahami ketentuan berdasarkan bahasa
dan struktur kalimat;

2. Interpretasi teleologis/sosiologis, yaitu menafsirkan aturan berdasarkan
tujuan dan kemaslahatan sosial;

3. Interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan norma dalam hubungan dengan
keseluruhan sistem hukum,;

4. Interpretasi historis, yaitu meninjau maksud pembentuk undang-undang
dan sejarah hukum;

5. Interpretasi komparatif, yaitu membandingkan dengan aturan atau asas
hukum lain;

6. Interpretasi futuristis, yaitu menafsirkan norma secara antisipatif sesuai

kebutuhan hukum masa depan.?

Teori penemuan hukum Sudikno menjadi penting dalam penelitian ini
karena perkara kewarisan bertingkat tidak dijelaskan secara eksplisit dalam
peraturan 'tertulis.  Dengan’ demikian, hakim ‘perlu melakukan penemuan
hukum melalui metode interpretasi untuk menghasilkan putusan yang adil
dan relevan. Pendekatan tersebut kemudian, dianalisis lebih lanjut dengan
teori al-maslahah al-mursalah guna melihat kesesuaian antara metode
penemuan hukum hakim dan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum

Islam.2®

24 Askarial, “Interpretasi atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum”, Menara
Ilmu, Vol. 12:79 (2018), hlm. 17-23.

23 [bid., hlm. 20-21.

26 Ibid., hlm. 22-23.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (/ibrary research), yaitu
penelitian yang seluruh datanya diperoleh melalui penelaahan bahan-bahan
tertulis. Fokus penelitian tidak diarahkan pada pengumpulan data lapangan,
melainkan pada kajian komprehensif terhadap literatur hukum, kitab figh,
teori usul al-figh, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni
pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap sumber-sumber hukum
primer dan sekunder untuk memahami, menafsirkan, serta menilai

penerapan hukum dalam persoalan kewarisan bertingkat.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif - analitis. Sifat deskriptif terlihat dari usaha
peneliti untuk memaparkan secara rinci isi dan alur pertimbangan hukum
majelis hakim dalam perkara kewarisan bertingkat. Sementara sifat analitis
muncul ketika peneliti mengkaji dan menilai argumentasi hukum hakim
melalui kacamata teori al-maslahah al-mursalah, maqasid asy-syari’ah
serta teori Pememuan Hukum (Rechtsvinding) Sudikno Mertokusumo.
Dengan - demikian, -penelitian -ini tidak sekadar menggambarkan fakta
hukum, tetapijjuga memberikan analisis mendalam-untuk:melihat apakah
putusan’ tersebut “telah’ mencerminkan keadilan;- kemanfaatan, dan

perlindungan hak'sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan utama dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu
pendekatan yang memeriksa hukum sebagai norma tertulis yang dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta
produk putusan pengadilan. Pendekatan normatif juga melibatkan studi
terhadap hukum Islam klasik dan kontemporer, khususnya yang berkaitan

dengan teori al-maslahah al-mursalah dan magqasid asy-syari’ah. Dengan
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pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana majelis hakim
menetapkan hukum dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl, serta
menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kemaslahatan menurut Al-
Gazalt.

Sebagaimana dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, penelitian normatif
dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder secara
sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang relevan dengan

permasalahan yang dikaji.

. Sumber Data
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan
metode dokumentasi. Seluruh data yang digunakan berasal dari bahan
tertulis yang relevan dengan permasalahan kewarisan bertingkat dan teori
kemaslahatan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan
dokumen resmi yang menjadi dasar utama penelitian, antara lain:
1. Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan mengenai kewarisan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
beserta perubahannya;
3. Putusan - Pengadilan | Agama Kuala = Tungkal = Nomor

477/Pdt.G/2024/PA Ktl yang menjadi objek analisis utama.

Putusan ini menjadi sumber sentral karena penelitian diarahkan untuk
menilai pertimbangan hukum majelis hakim dengan menggunakan al-

maslahah al-mursalah Al-Gazali.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder mencakup literatur yang memberikan penjelasan
dan analisis terhadap hukum primer, seperti buku-buku fikih kewarisan,

karya klasik kitab usiil al-figh, jurnal akademik, artikel ilmiah dan hasil
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penelitian terdahulu yang membahas kewarisan bertingkat, al-maslahah

al-mursalah, maqasid asy-syari’ah, serta yurisprudensi peradilan agama.

S. Analisis Data
Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif
normatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan bahan hukum
primer dan sekunder secara mendalam, kemudian mengaitkannya dengan
permasalahan kewarisan bertingkat yang muncul dalam putusan.

Proses analisis melibatkan interpretasi hukum serta pola berpikir
induktif, yaitu memeriksa pertimbangan hukum hakim dalam kasus konkret,
lalu menarik kesimpulan mengenai kesesuaiannya dengan asas hukum waris
Islam dan prinsip maslahah menurut Al-Gazali. Melalui metode ini,
penelitian berupaya melihat sejauh mana putusan tersebut mencerminkan
tujuan syariat Islam, khususnya dalam perlindungan harta, menjaga hak
keturunan, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh ahli waris.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai ketepatan legal-
formal putusan, tetapi juga mengevaluasi apakah amar putusan tersebut
telah selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan dan magasid asy-syari’ah

dalam konteks kewarisan bertingkat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini diSusun untuk menghadirkan alur
penulisan yang terstruktur dan terarah, sehingga memudahkan pembaca dalam
memahami keseluruhan isi penelitian. Penelitian ini terdiri atas lima bab, yang
masing-masing dilengkapi dengan beberapa subbab yang menguraikan aspek-
aspek penting secara lebih mendalam. Dengan sistematika tersebut, penelitian
ini diharapkan tersusun secara runtut dan mampu memberikan gambaran yang

jelas mengenai permasalahan yang dibahas.

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang menyajikan gambaran

umum penelitian terdiri dari enam sub bab diantaranya: (a). Latar belakang
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masalah, yang menjelaskan alasan pemilihan topik kewarisan bertingkat dan
pentingnya teori al-maslahah al-mursalah Al-Gazalt untuk dikaji. Sub bab ini
juga memaparkan konteks empiris Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl
sebagai objek penelitian; (b). Rumusan masalah, berisi pertanyaan-pertanyaan
utama yang membatasi fokus penelitian dan mengarahkan analisis agar tetap
berada pada persoalan inti yang hendak diselesaikan; (¢). Tujuan dan kegunaan
penelitian, yang memberikan arah capaian penelitian baik secara teoretis
maupun praktis. Tujuan menunjukkan sasaran hasil penelitian, sedangkan
kegunaan menjelaskan kontribusi akademik dan aplikatif penelitian; (d).
Telaah pustaka, berisi uraian tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan
sebagai bahan komparasi untuk menunjukkan posisi penelitian sekaligus
menghindari pengulangan dan memastikan kebaruan penelitian; (e). Kerangka
teoretik, memuat teori-teori yang digunakan sebagai landasan analitis yang
digunakan untuk menilai pertimbangan hukum hakim dalam putusan; (f).
Metode penelitian, menjelaskan bagaimana penelitian dilaksanakan, meliputi
jenis, sifat, pendekatan, sumber data, serta teknik analisis, guna memastikan
penelitian dilakukan secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah; (g). Sistematika pembahasan, memaparkan alur penulisan
skripsi secara keseluruhan agar pembaca dapat memahami struktur dan arah
penelitian. Bab pertama ini menjadi dasar konseptual dalam memahami arah
penelitian secara keseluruhan.

Bab._Kedua, menguraikan secara mendalam gambaran tentang konsep
kewarisan Islam, kewarisn bertingkat dan teori al-maslahah al-mursalah Al-
Gazali, terdiri dari: (a). Pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat waris; (b).
Sebab-sebab mewarisi: Hubungan kerabat (A/-Qarabah), hubungan
perkawinan (4/-Musaharah), wala’, hubungan sesama Muslim; (c).
Penghalang warisan: Perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, Aijab dan
mahjib; (d). Jenis-jenis ahli waris dan pembagiannya: Ashab al-furid,
‘asabah, zawil arham; (e). Kewarisan Bertingkat (Munasakhah): Pengertian
kewarisan bertingkat, unsur-unsur terjadinya kewarisan bertingkat, rincian

amaliyah mundsakhah dan penyelesaian kasus mundasakhah; (f). Teori al-
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Maslahah al-Mursalah Al-Gazali: Pengertian al-Maslahah al-Mursalah,
Pembagian al-Maslahah al-Mursalah, Dasar Hukum dan Kehujjahan al-
Maslahah al-Mursalah. Bab ini sebagai dasar teori sebelum membahas kasus
konkret dalam putusan yang dianalisis.

Bab Ketiga, berisi mengenai uraian objek penelitian yaitu Pengadilan
Agama  Kuala  Tungkal dan  Putusan  pengadilan =~ Nomor
477/Pdt.G/2024/PA Ktl. Terdiri dari: (a). Profil pengadilan agama Kuala
Tungkal: Letak geografis pengadilan agama Kuala Tungkal, visi dan misi
Pengadilan Agama Kuala Tungkal, struktur organisasi Pengadilan Agama
Kuala Tungkal; (b). Deskripsi Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl: Para
pihak berperkara, ringkasan posita, ringkasan petitum, alat-alat bukti, fakta
persidangan, pertimbangan hukum Majelis Hakim
dan Amar Putusan. Bab ini menjadi fondasi empiris sebelum memasuki tahap
analisis pada bab berikutnya.

Bab Keempat, bab ini merupakan inti penelitian yang berisi analisis al-
maslahah al-mursalah Al-Gazali terhadap penerapan konsep munasakhah
pada putusan nomor 477/Pdt.G/2024/PA .Ktl. Pembahasannya mencangkup:
(a). Analisis terhadap penggunaan konsep Mundasakhah; (b). Analisis terhadap
penetapan ahli waris dan struktur pembagian warisan; (c). Analisis Terhadap
Rasionalitas Majelis Hakim dalam Menentukan Mekanisme Pembagian. Bab
ini secara langsung menjawab rumusan masalah dan mempertemukan antara
teori dan fakta hukum.

Bab Kelima, merupakan Penutup berisi kesimpulan yang dirumuskan
sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan. Selain
itu, bab ini juga berisi saran-saran yang relevan bagi pengembangan teori

maupun praktik penyelesaian kewarisan bertingkat di Pengadilan Agama.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada

bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Bahwa  Dalam  perkara  kewarisan pada  Putusan  Nomor
477/Pdt.G/2024/PA.Ktl, Majelis Hakim menerapkan mekanisme
kewarisan bertingkat (mundsakhah) sebagai konstruksi hukum untuk
menyelesaikan pembagian warisan yang terjadi secara berlapis akibat
kematian berjenjang. Penerapan tersebut dilakukan secara sistematis
melalui penetapan status harta sebagai harta bersama, penentuan ahli waris
pada setiap lapis kematian, serta penyusunan struktur pembagian warisan
menggunakan metode mundasakhah dan al-jami‘ah. Meskipun ketentuan
mengenai mundsakhah tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan
perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim
melakukan penemuan hukum dengan mengintegrasikan prinsip faraid dan
praktik munasakhah dalam fikih klasik untuk mengisi kekosongan
pengaturan tersebut. Dengan demikian, mekanisme pembagian yang
diterapkan' mampu | memberikan kepastian “hukum serta menjamin
terpenuhinya hak waris para ahli waris secara adil dan proporsional.

Dalam_ perspektif . al-maslahah al-mursalah_ Al-Gazali, pertimbangan
hukum " Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl
digunakan agar memastikan hak waris tidak terputus akibat kematian
berjenjang, sehingga harta tetap berpindah kepada pihak yang berhak
secara syar ‘i. Dengan begitu, konstruksi pembagian yang dibangun Majelis
Hakim merupakan bentuk maslahah karena putusan ini memberikan
kepastian bagian serta keadilan distribusi bagi para ahli waris. Dengan
demikian, penggunaan pola mundsakhah dalam putusan a quo berada

dalam kerangka kemaslahatan pada tingkat darariyyat, yang apabila
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diabaikan berpotensi menimbulkan mafsadah terputusnya hak waris dan

ketidakpastian pembagian harta.

B. Saran

Berdasarkan  kesimpulan yang telah diuraikan, Putusan Nomor
477/Pdt.G/2024/PA . Ktl merupakan salah satu contoh konkret fenomena
kewarisan bertingkat (munasakhah) yang penyelesaiannya dilakukan
sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama. Fenomena kewarisan bertingkat
sendiri bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan berpotensi terus terjadi
dalam masyarakat seiring dengan penundaan pembagian harta warisan dan
terjadinya kematian berjenjang di antara para ahli waris. Untuk itu beberapa
saran yang dapat dipertimbangkan dalam rangka memberikan kepastian dan
keseragaman penyelesaian perkara kewarisan bertingkat, diantaranya:

1. Secara praktis, fenomena kewarisan bertingkat (munasakhah) kerap terjadi
dalam masyarakat akibat penundaan pembagian harta warisan sehingga
memunculkan kematian berjenjang di antara para ahli waris. Oleh karena
itu, masyarakat sebaiknya menyegerakan pembagian harta warisan setelah
pewaris meninggal dunia sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam,
agar hak masing-masing ahli waris dapat segera terpenuhi serta untuk
menghindari.timbulnya , persoalan , kewarisan- yang lebih kompleks di
kemudian hari. Selain itu; mengingat konsep mundsakhah belum diatur
secara formil dalam peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi
Hukum Islam, diperlukan upaya penguatanidan pengembangan pengaturan
tertulis mengenai kewarisan Islam, khususnya terkait kewarisan
bertingkat. Penguatan regulasi tersebut penting sebagai dasar normatif
bagi hakim dalam memutus perkara, sehingga dapat meminimalisir
ambiguitas dan ketidakpastian hukum terkait fenomena kewarisan
bertingkat.

2. Bahwa karena Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ktl dijatuhkan secara
verstek, bagaimana ini agar dapat mengikat dan dapat dieksekusi untuk

kedua belah pihak, diperlukan optimalisasi mekanisme pemberitahuan
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putusan, penyuluhan hukum kepada para pihak, serta pendampingan
dalam tahap pelaksanaan (eksekusi) agar putusan kewarisan bertingkat
dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hak bagi
seluruh ahli waris.

. Penelitian ini masih terbatas pada satu putusan pengadilan agama sebagai
objek kajian, sehingga belum menggambarkan variasi praktik
penyelesaian kewarisan bertingkat di pengadilan agama lainnya. Oleh
karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian
komparatif terhadap beberapa putusan kewarisan bertingkat di berbagai
wilayah peradilan agama, guna memperoleh gambaran yang lebih

komprehensif mengenai pola penemuan hukum mundasakhah di Indonesia.
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